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TAHUN 2016 - 2021
BAB I

PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Pemalang. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen kepemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan good governance dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD/OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  menyusun Renstra Kecamatan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 
Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kecamatan Warungpring, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Warungpring sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )  menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2016-2021 yang mampu memberikan gambaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,  program  dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD ) Kecamatan Warungpring  Kabupaten Pemalang Tahun  2016-2021 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 5  ( lima ) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang yang disusun setiap tahun.   
1.2. LANDASAN HUKUM


Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021, berlandaskan pada : 
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Darah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana   Pembangunan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 - 2013;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM )  Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang  Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,
23. Peraturan Bupati  Pemalang nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan 
Organisasi, tugas, Fungsi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah  ( Renstra-SKPD ) Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Warungpring dalam menyusun Rencana Kerja                      ( Renja ) Kecamatan Warungpring setiap tahunnya.
Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun   2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Warungpring untuk jangka waktu     5   ( lima ) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang  dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Warungpring;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Strategis ( Renstra )  Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah  sebagai berikut :

I .  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4.  Sistematika Penulisan.
II.
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4.  Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
III.
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI                   PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi   Pelayanan SKPD
  3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 
         Terpilih.
IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi Dan Kebijakan SKPD
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
LAMPIRAN – LAMPIRAN
VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1.  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati  Pemalang nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kecamatan Warungpring selaku SKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Dan Fungsi


Tugas pokok Kecamatan Warungpring selaku SKPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Selain tugas pokok tersebut adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Warungpring juga mempunyai fungsi yang meliputi :

a. Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.

d. Pelaksanaaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi
Kecamatan Warungpring merupakan SKPD adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Pemalang mempunyai struktur susunan organisasi sesuai dengan  peraturan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan
b. Subbagian Keuangan 
c. Subbagian Umum
3.
Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.
Kelompok Jabatan Fungsional
Eselonering jabatan pada Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

a. Camat





=   Eselon III.a

b. Sekretaris
Kecamatan


=   Eselon III.b
c. Kasi Pemerintahan



=   Eselon IV.a
d. Kasi PMD




=   Eselon IV.a

e. Kasi Trantibum



=   Eselon IV.a

f. Kepala Subbagian
Perencanaan

=   Eselon IV.b
g. Kepala Subbagian
Keuangan

=   Eselon IV.b

h. Kepala Subbagian
Umum


=   Eselon IV.b
Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor : 96 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Jabatan struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, dari masing-masing jabatan struktural tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. C a m a t

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis , program dan kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksnaan tugas; 

b. melaksnakan sebagaian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahanan;
c. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahana dan pelaksnaaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan sesuai ketentuan yang beralku dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelaksnaan tugas;

d. menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan program dan kegiatan, ketataushaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, organisasi, tata laksana dan rumah tangga kecamatan guna tertib adsministrasi;
e. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui proses perencanaan pembangunan pembinaaan, pengawasan dan evaluasi terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta dan tugas-tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat sessuai ketentuan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegaitan pembangunan lebih lanjut;
f. menkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketetertiban umum di wialayah kerja kecamatan dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya guna terwujudnya ketentraman dan ketertibsn umum;
g. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang beralku dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan guna tegaknya peraturan;

h. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitan pelayanan umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instsnsi vertikal terkait serta pihak swasta guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;

i. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan melalui pengkoordinasian kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dan instansi vertikal terkait guna keterpaduan dan sinkronisasi pelaksnaan tugas;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan penhyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan melalaui pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ;

k. menyelenggarakan upaya pemberdayaan masyarakat yang mencakup program peningkatan ekonomi dan pembangunan, pendididkan dan kesehatan serta peningkatan kesejhateraan sosial sesuai dengan ketentuan guna memajukan kehidupan masyarakat;

l. menylenggarakan tertib administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangannya guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan tanah dan pembayaran pajak;

m. menylengarakan pelaksnaan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna pencapaian tujuan pemerintahan;

n. menjabarkan perintah atasan baik secsra lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaaan tugas;
o. membagi pelaksnaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

p. mengawasai pelaksnaan tugas bawahan dengan cara pemberian petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja;

q. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang beralku guna peningkatan kinerja;

r. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksnaan tugas secara berkala agar tercapai sasran dan tujuan yang telah direncanakan;

s. menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;

t. membuat laporan pelaksnaan tugas tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan masyarakat, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, kepala desa dan/atau lurah dan perangkat desa dan/atau kelurahan kepada Bupati secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

u. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masjukan dslam pengmbilan keputusan;

v. melaksnakan tugas lain yang dierikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretariat Kecamatan
Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksnakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan dan masyarakat, adapun Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rencana Kerja, Renstra dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

c. menyelenggarakan pengelolaan urusan perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, tata laksana, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
d. mengkoordinasikan pelaksnaan tugas dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas terpadu;
e. mengawasi pelaksanaan tugas, dengan cara  memeriksa, meneliti, membimbing dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;
f. mengevaluasi pelaksnaan tugas bawahan secara rutin sebagai bahan penilaian kinerja;

g. menganalisis data dan informasi kesekretariatan secara sistematis untuk disajikan kepada atasan

h. melaksnakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pelayanan tamu dan keprotokolan untuk tertib administrasi;

i. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan unit kerja desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang beralku untuk tertib administrasi;

j. melaksnakan dan mengkoordinasikan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan prosedur pelayanan untuk kepuasan masyarakat;
k. mengkoordinasikan pelaksnaan tugas-tugas kepala seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

l. memberikan pelayanan kunjungan kerja, tamu kedinasan dan informasi tentang kegaitan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum untuk dipublikasikan dan didokumentasikan;

m. melaksnakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan dan kegiatan seksi-seksi sesuai ketentuan yang beralku sebagai bahan penyusunan laporan;

n. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dan pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT) dan jenis laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib pelaporan;
o. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja;

p. membuat laporan pelaksnaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

r. melaksaakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksnaan tugas.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum.

2.a. Subbagian Perencanaan
Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksnaan tugas serta pelayanan teknis dibidang perencanaan program dan kegiatan evaluasi dan pelaporan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan penyeusunan program dan kegiatan kecamatan yang meliputi penyusunan rencana strategis ( Renstra ), rencana kerja ( Renja ), dokumen pelaksnaan anggaran ( DPA ) , rencana kerja dan anggaran ( RKA ) , lakip, waskat, dan dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan yang beraku sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

b. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksnaan tugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku guna disajikan kepada atasan;

d. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelanncaran pelaksnaan tugas;

e. membagi pelaksnaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

f.     melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing, dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

h. menyiapkan bahan monitoring dan evalasi pelaksanaan tugas kesekretaiatan sesuai tugasnya untuk mengetahui perkembangan pelaksnaan tugas;
i. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;

j.     memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagi bahan pengambilan keputusan;

k. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2.b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksnaan tugas serta pelayanan teknis dibidang pengelolaan keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a.   menyusun program dan kegiatan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

b.   Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi;
c. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelanncaran pelaksnaan tugas;

d. membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas subbag dan seksi kerja terkait untuk kelancaran tugas terpadu;

f. mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing, dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

g. mengelola data dan informasi keuangan dan perlengkapan secara keseluruhan untuk dianalisis lebih dahulu;

h. meneliti berkas kelenngkapan SPP LS, pengadaaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku untuk disyahkan atasan;

i. mengelola berkas kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang beralku untuk disajikan kepda atasan;

j. melaksnakan verifikasi secara berkala atas pengajuan keuangan baik dari sekretariat maupun masing-masing seksi guna tertib administrasi keuangan;

k. melaksnakan pembuatan akuuntansi keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang beralku guna tertib keuangan;

l. melakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang beralku guna tertib keuangan;

m. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

n. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;

o. membuat laporan pelaksnaan tugas secar berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

q. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2.c. Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksnaan tugas serta pelayanan teknis dibidang ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksnaan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a.    menyusun program dan kegiatan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksnaan kecamatan sesuai ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksnaan tugas;

b. 
mengelola ketatausahaan meliputi surat-menyurat perjalanan dinas, pelayanan tamu, pelaksnaan rapat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksnaan tugas;
c.
menyiapkan bahan pengaturan ketatalaksanaan yang meliputi penataan prosedur kerja pengaturan tata ruang, kebersihan dan penggunaan seragam dinas serta penatalaksnaan lainnya sesusia dengan ketentuan;

d. melakukan inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah sesuai ketentuan yang beralku agar diketahui jumlahnya;
e. menjabarkan perintah atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaan tugas;
f.     membagi pelaksanaan tugas bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

g. melaksnakan koordinasi pelaksnaan tugas dengan unit keja terkait untuk kelancaran tugas terpadu;

h. mengawasi pelaksanaan tugas dengan cara memeriksa, meneliti, membimbing, dan mengarahkan pekerjaan untuk peningkatan kinerja bawahan;

i.     mengelola data dan informasi ketataushaan, kehumasan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksnaan kecamatan secara makro untuk dinalisa lebih lanjut;

j.     menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian yang melipuuti pemberkasan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;

k. menyiapkan sarana dan perlengkapan rapat koordinasi, upacara dan penyambutan tamu kedinasan dan peringatan hari-hari besar nasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l.     melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar terib pelayanan;
m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai tugasnya guna kesesuaian perencanaan dan hasil yang dicapai;

n. memberikan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kinerja bawahan;

o. membuat laporan pelaksnaan tugas secar berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagi bahan pengambilan keputusan;

q. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebiakan, pelaksnaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemeerintahan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun program dan kegiatan seksi tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksnaan tgas;
b. menjabarlkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaan tugas;

c. membagi pelaksnaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

d. melaksnakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan peaksnaaan tugas;

e. mengawasi pelaksnaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaaan dan arahan untuk peningkatan kerja;

f. menginventarisasi permaslahan penyelenggaraan urusn pemerintahan wialayah kecamatan secara sistematis untuk dikaji lebih lanjut;

g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman teknis wevaluasi, dan peaporan pelaksnaan pembinaan urusan peyelenggaraan pemerintahan pada keamatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku untuk disajikan kepada atasan;

h. mengelola administrasi penyenggaraan urusan pemerintahan kecamatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna tertib administrasi pemerintahan;

i. menyiapkan bahan pelaksnaan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna peningkatan peaksnaan tugas;

j. melaksnakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang menjadi tanggungjawabanya guna peningkatan administrasi pemeritnahan;

k. melaksnakan pembinaan dan pengawasan lembga-lembaga desa sesuai ketentuan guna peningkatan kapassitas kelembagaan desa;

l. melaksnakan koordinasi pembinaan politik dalam negeri sesuai dengan prosedur untuk disampaikan kepada atasan;
m. menyiapkan bahan dan faslitiasi pelaksnaan rapat-rapat koordinasi pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksnaan kegiatan pemerintahan;

n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksnaan kegiatan pemberian tunjangan perangkat desa sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi pemberian tunjangan;

o. melaksnakan pembinaaan penyusunan produk anggaran pemerintahan desa atau kelurahan untuk tertib administrasi pemerintahan desa atau kelurahan;

p. menyusun laporan semesteran monografi secara berkla sesuai dengan ketentuan guna teetib administrasi pemeritahan;

q. melaksnakan tertib administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan untuk tertib administrasi pertanahan;

r. mengelola data perangkat desa dan/atau kelurahan untuk kebutuhan administrasi pemerintahan;

s. memberdayakan kelembagaan desa da/atau kelurhan dengan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif;

t. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

u. membuat laporan pelaksnaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

v. memberikan saran dan pertimbsngan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengmbilan keputusan;
w. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancsaran pelaksanaan tugas.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdyaaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebiakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan uraian tugas sebagai                 berikut :

a. menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarlkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaan tugas;

c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelaksnaan tugas;
e. mengawasi pelaksnaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja;
f. menginventarisasi permasalahan kegiatan pembangunan wialayah kecamatan secara sistematis untuk dikaji lebih lanjut;

g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman teknis evaluasi dan pelaporan pelaksnaan kegiatan pembinaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang beralku untuk disajikan kepada atasan;

h. mengelola administrasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang beralku guna tertib administrasi perencanaan pembangunan;

i. menyiapkan bahan pelaksnaan pembinaaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintahah maupun swasta yang mepunyai program kerja dan kegiatan pemberdyaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang beralku guna peningkatan pelaksnaan tugas;

j. melaksnakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang menjadi tanggungjawabnya guna peningkatan administrasi pembangunan;

k. melaksnakan persiapan musyawarah perencanaan pembangunan dengan melibatkan unit kerja terkait, pemerintahan desa dan/atau kelurahan, lembsga/organisasi kemasyarakatan guan penyusunan prioritas pembangunan;

l. mengkoordinasikan pelaksnaak kegiatan sosial dn kemasyarakatan secara terpadu guna keberhasilan pelaksnaan tugas;
m. mengkoordinasikan pelaksnaan kegiatan pembinaan pendidikan, baik formal maupun non formal secsra terpadu guna keberhasilan penyelenggaraan pendidikan;

n. mengkoordinasikan pelaksnaan kegatan pembinaan pemuda dan olah raga secara terpadu guna keberhasilan program penngembangan pemuda dan olah raga;

o. mengkoordinasikan pelaksnaaan kegiatan pengrustamaan gender               ( PUG) sesuai ketentuan guna keberhasilan tujuan persamaan gender;

p. menyiapkan bahan dan memfsiliasi pemberian dukungan alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan ketentuan guna keberhasilan pembangunan desa;

q. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana secara terpadu guna keberhasilan penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana;

r. melakukan pemberdyaaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan guna peningkstsn kapasitas lembsga desa dan organisasi kemasyaarakatan;

s. memberdyakan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat degan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

t. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

u. membuat laporan pelaksnaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

v. memberikan saran dan pertimbsngan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengmbilan keputusan;

w. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancsaran pelaksanaan tugas.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdyaaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebiakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum, dengan uraian tugas sebagai                 berikut :
a. menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang beralku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarlkan perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksnaan tugas;

c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;

d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk keterpaduan pelaksnaan tugas;

e. mengawasi pelaksnaan tugas bawahan dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, binaan dan arahan untuk peningkatan kinerja;

f. menginventarisasi permaslahan ketentraman dan ketertiban umum penerpan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kecsmatan secara sistematis untuk dikaji lebih lanjut;
g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pedoman teknis dan pelaporan pelaksnaaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundsng-undangan serta pemeliharaaan sarana dan fasilitas pelayanan umum sessuai ketentuan peraturan yang beralkju untuk disajikan kepada atasaan;

h. mengelola adminiatrasi ketentraman dan ketetiban umum sesuai ketentuan peraturan yang beralaku guna tertib administrasi ketentraman dan ketertiban umum;

i. menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam upaya penylenggaaaan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan paeraturan perundang-undangan sert pemeliharaaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum untuk disajikan kepada atasan;

j. melaksanakan penegakan peratran daerah, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan kewewnangannya agar dipatuhi masyarakat;
k. melaksnakan persiapan pembinaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prosedur guna peningkatan pelaksnaan tugas;

l. menyiapkan bahan pelaksnaan pembinaan upaya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lainnya melalaui musyawarah guna terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;

m. memberdyakan lembaga masyarkat desa dan/atau kelurahan yang bergerak dibidang ketentraman dan ketertiban dengan pemberian motivasi dan bimbingan agar berperan aktif;

n. mengatur petugas piket pengamanan kantor beserta lingkungannya untu ketentraman dan ketetiban;

o. memberikan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan kinerja;

p. membuat laporan pelaksnaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban;

q. memberikan saran dan pertimbsngan kepada atasan sebagai bahan masukan dalam pengmbilan keputusan;

r. melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancsaran pelaksanaan tugas.
Adapun bagan Susunan Organisasi Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG
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2.2.  SUMBER DAYA SKPD
2.2.1. Kepegawaian
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Warungpring didukung oleh personil sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut :
a. Perincian  Berdasarkan Jumlah Personil
	NO
	JABATAN
	JUMLAH

	1.
	Camat
	1 orang

	2.
	Sekretaris Kecamatan
	1 orang

	3.
	Kepala Seksi
	3 orang

	4.
	Kasubag
	3 orang

	5
	Staf/Pelaksana
	   10 orang

	Jumlah
	18 orang


b. Perincian Berdasarkan Pendidikan

	NO
	JABATAN
	PENDIDIKAN
	JUMLAH

	
	
	S D
	SLTP
	SLTA
	SARMUD
	DIPLOMAAAA
	S 1
	S 2
	

	1.
	Camat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	2.
	Sekretaris Kecamatan 
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	3.
	Kepala Seksi
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	-
	3

	4.
	Kepala Sub Bagian
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	3

	5
	Staf / Pelaksana
	-
	-
	9
	-
	1
	-
	-
	10

	Jumlah
	-
	-
	13
	-
	1
	3
	1
	18


c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang
	NO
	JABATAN
	GOL. RUANG
	JUMLAH

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1.
	Camat
	-
	-
	-
	1
	1

	2.
	Sekretaris Kecamatan
	-
	-
	1
	-
	1

	3.
	Kepala Seksi
	-
	-
	3
	-
	3

	4.
	Kepala Sub Bagian
	-
	-
	3
	-
	3

	5
	Staf/Pelaksana
	-
	10
	-
	-
	10

	Jumlah
	-
	10
	7
	1
	18


d. Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan
	NO
	JABATAN
	DIKLATPIM

(ADUM/ADUMLA/  SPAMA)
	JUMLAH

	
	
	II
	III
	IV
	-
	

	1.
	Camat
	 -
	1
	-
	-
	1

	2.
	Sekretaris Kecamatan
	-
	1
	-
	-
	1

	3.
	Kepala Seksi / Sub Bagian
	-
	-
	6
	-
	6

	4.
	Staf
	-
	-
	-
	10
	10

	Jumlah
	-
	2
	6
	10
	18


2..2.2.Sarana Dan Prasarana Kantor
Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, SKPD Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut :
	No.
	NAMA BARANG
	JUMLAH

	1.
	Mobil 
	1 unit

	2.
	Sepeda Motor
	2 unit

	3.
	Mesin Tik
	2 buah

	4.
	Komputer
	2 unit

	5.
	Laptop
	5 unit

	6
	Printer
	4 unit

	7.
	Tape Recorder/Wireles
	1 buah

	8.
	Telepon
	1 buah

	9.
	AC
	1 buah

	10.
	Pesawat HT
	1 buah

	11.
	Almari besi
	4 buah

	12.
	Almari kayu
	1 buah

	13.
	Filling cabinet
	6 buah

	14.
	Meja Kerja
	18 buah

	15.
	Kursi Kerja
	18 buah

	16.
	Kursi lipat
	56 buah

	17.
	Kursi besi
	2 buah

	18.
	Genset
	- buah

	19.
	TV
	 1 buah

	20.
	Loudspeker
	2 buah


2.2.3. GEOGRAFIS

a.
Kecamatan Warungpring terletak di dataran tinggi dengan ketinggian  320  meter diatas permukaan laut ;

b. Jarak dari Barat ke Timur kurang lebih 9 km sedangkan jarak dari Utara ke Selatan kurang lebih 8 km;
c. Curah hujan selama setahun (211 hari) = 4.326 mm, dengan rata-rata curah hujan setiap bulan = 17,5 hari 359 mm
d. Luas wilayah Kecamatan 26,31 km2  dan dilalui oleh 5 (lima) buah sungai besar yaitu Sungai Sodong, Sungai Bulakan, Sungai Rejasa, Sungai Bentar dan Sungai Wakung;
e. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten + 40 Km, dan dengan Ibukota Provinsi + 191 Km ;

f. Adapun Batas-batas Kecamatan :

- Sebelah Utara


: Kecamatan Randudongkal
- Sebelah Timur
    

: Kecamatan Randudongkal
- Sebelah Selatan 


: Kabupaten Moga 

- Sebelah Barat 


: Kecamatan Tegal
g.  Peruntukan Lahan.

 Lahan Sawah
 

:   
1.149,68 
Ha

- Irigasi Teknis


:        
     72,00 
Ha

- Irigasi ½ Teknis


:       
   456,00 
Ha

- Irigasi sederhana


:      
   305,26 
Ha
Lahan Bukan Sawah

:    
1.481,34 
Ha

- Bangunan/Pekarangan

:       
   733,72  
Ha 

- Tegalan/Kebun


:       
   315,40  
Ha

- Ladang/Huma


:    
            -  
Ha

- Hutan/Negara


:     
     88,00    
Ha

- Lain-lain



:      
   238,87 
Ha
2.2.4.DEMOGRAFI

a. Jumlah penduduk Kecamatan Warungpring sampai akhir tahun 2015 sejumlah   47.433  jiwa, terdiri dari :

- Laki-laki


:   23.333 jiwa

- Perempuan

:   24.304 jiwa

b. Jumlah Rumah Tangga sejumlah 9.681 dengan rata-rata anggota Rumah Tangga sejumlah 4 jiwa ;

Dengan mata pencaharian penduduk Kecamatan Warungpring mayoritas adalah pada sektor perdagangan 50 %, sektor pertanian 35 % dan lain-lain tidak lebih dari 15 %.

c. Masyarakat Kecamatan Warungpring hampir  99 % memeluk agama Islam             (  47.427 Orang ), sedangkan lainnya beragama Protestan  6  Orang.
d. Tingkat Pendidikan

- Belum Sekolah
:   
  765

- Tidak Tamat SD

:     
3.251

- Tamat SD

:   
7.746

- Tamat SLTP

:   
5.430

- Tamat SLTA

:   
1.613

- Tamat Akademi

:     
   129   


- Tamat PT

:     
   252   

- Buta Huruf

:                 -
2.2.5. SARANA DAN PRASARANA UMUM
a. Sarana dan Prasarana Pendidikan

- TK


:   7
- SD


: 22
- SLTP


:   2
- SLTA


:   -
Sarana, Prasarana dan Tenaga Kesehatan

1) Sarana dan Prasarana Kesehatan

- Puskesmas

:    1
buah

- Pustu


:    4  
buah

- Praktek Dokter
:    3 
orang
- Posyandu

:  47 
buah
2) Tenaga Kesehatan

- Dokter

:     4  
orang

- Bidan


:    13 
orang

- Perawat

:     5  
orang
b. Pariwisata

-
Pemandian

:   -  
lokasi

- 
Restauran

:    - 
Lokasi

c. Sarana Perekonomian

- Koperasi


:      3  
buah

- Pasar Umum

:      1  
buah

- Toko/Kios

:  463 
buah

- Lumbung Desa

:      6 
buah
d. Sarana Dan Prasarana Sosial  :

· Seluruh wilayah desa di Kecamatan Warungpring dapat dilalui jalur darat dan sudah beraspal walaupun kondisinya sebagian besar rusak, sebagian dapat dilalui kendaraan roda 4 dan terdapat angkutan umum;

· Listrik sudah menjangkau seluruh pelosok desa.
2.2.6. PEMERINTAHAN
   a. Kecamatan Warungpring terdiri dari 6  Desa, 25  Dusun, 31 RW dan 
       192 RT ;

   b. Instansi Pemerintah yang ada di Kecamatan Warungpring, antara lain :

- Instansi Otonom
:  UPPK, Puskesmas, UPKB & PP, BPP,;
- Instansi Vertikal
:   KUA, Statistik, Pos dan Giro, 
                                                    Polsek, Koramil ;
- Instansi BUMN/BUMD/
:   BRI, BKK, PDAM


 Perbankan
2.3.
KINERJA PELAYANAN SKPD 
Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Warungpring sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, juga mengemban peran dan tugas penting dalam mewujudkan pembinaan dan koordinasi, yaitu diwujudkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Renstra SKPD dalam jangka waktu  5 ( lima ) tahun. Adapaun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Warungpring melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya sebagai Review Kinerja Pelayanan SKPD telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :
1.
Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan  Dinas/Operasional;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

i. Penyediaan Makanan Dan Minuman;
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsulatasi didalam dan keluar daerah,
k. Penyediaan jasa keamanan 
2.
Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan-kegiatan :

a.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;

b.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

c.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Dan Perlengkapannya.
g. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
3.
Melaksanakan program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan :

a.  Koordinasi Kecamatan dan Desa.
b.  Fasilitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
4. Melaksanakan program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan :

a.  Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

       5.  Melaksanakan  program  peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian      

            Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :
             a.  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

      ( TAPKIN )

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.  Melaporkan program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan kegiatan :

a.Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD 
7. Melaporkan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangun desa dengan kegiatan  :
a. Pembinaan Penggunaan Dana ADD
b. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak ke tiga dalam membangun 
desa.

8. Melaporkan Program peningkatana kapasitas aparatur poemerintah desa dengan kegiatan :

a. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 
9. Melaporkan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegitana :

a. Klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaaqn APBDes 
2..4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Kecamatan Warungpring sebagai SKPD yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya.

Adapun yang menjadi tantangan dilihat dari faktor internal oraganisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi : 

a.
kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
b. rendahnya motivasi aparat;
c. kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat ;
d. rendahnya disiplin aparat ;
e. kurangnya insentif aparatur kecamatan.
Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya treatsment (ancaman ) yang diidentifikasikan adanya :

1. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
2. kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
3. kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat;
4. adanya mutasi pegawai kecamatan; 

5. terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.
Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organinsasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. adanya dukungan pemimpin ;
2. adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
3. adanya program yang jelas ;
4. tersedianya job description yang jelas;
5.    tersedianya jumlah apartur yang memadai.
Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

         a. adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;

  b. adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;

  c. adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan    masyarakat ;

   d. adanya dukungan aparat desa.
Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut diatas guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi hal-hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut 
1. Memanfaatkan dukungan pimpinan untuk memanfaatkan kesempatan diklat aparat;
2. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang valid ;
3. Manfaatkan program dan kewenangan yang jelas untuk optimalisasi bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat;
4. Manfaatkan job description yang jelas dan dukungan aparat untuk optimalisasi pembangunan;
5. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat guna optimalisasi pembangunan;
6. Meningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
7. Mengembangkan manajemen dan mekanisme  pelayanan prima masyarakat.
Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat ;

3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.
Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dengan mengindentifikasi kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pemalang serta program nasional.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD
         3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan 
                SKPD
Kecamatan Warungpring sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok  dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya..

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala  Daerah Terpilih
Kebijakan pembangunan daerah merupakann bagian terintegral dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun yang merupakann program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilihh periode 2016 – 2021 diwujudkan dengan  Visi  ” TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA ”   yang dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan dan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahanan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukumserta kemudahan investasi dan daya saing daerah ;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.
Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi menjadi dasar acuan dan landasan operasional bagi Kecamatan Warungpring dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan untuk menyusun prioritas program dan kegiatan periode 5  ( lima ) tahun mendatang dalam bentuk Rencana Strategis            ( Renstra ) Kecamatan Warungpring Tahun 2016-2021 .
Adapun yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Warungpring meliputi 
a. Partisipasi masyarakat belum maksimal 

b. Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat terakomodir

                 c. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk  

                     masing-  masing urusan

                 d. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum  

                      sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada   

                      tahun   berikutnya.

                  e. Kerjasama antar pemerintah secara vertikal dan horisontal belum 
                      dilaksanakan secara optimal untuk memanfaatkan semua potensi yang 
                      ada.

                  f.  Masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal 
                      sehingg masih ditemukan kegiatan yang tumpang tindih dan kurang 
                      sinergis.

                  g. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses 

   masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum  

   sepenuhnya dapat terwujud.

                  h.Terbatasnya sumber daya manyusia ( SDM  )

                  i. Koordinasi yang lemah antar SKPD dalam penyediaan data dan masih 
                      lemahnya   pengelolaan data pada SKPD.

                  j. Masih lemahnya pendataan dan data kurang valid sehingga sering    

               ditemukan  adanya perbedaan data dari desa dengan data di Kecamatan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Tujuan Dan SasaranJangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau  implementasi  darisuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskantujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagai berikut :

Tujuan:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dengan baik
Sasaran:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangnan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah,

2. Meningkatkat kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan,

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Warungpring
Tahun 2016 - 2021
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Sasaran

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1.
	Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan dengan baik
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
	Nilai LkjIP
	CC
	CC
	B
	B
	B
	B

	
	
	
	Prosentase penyerapan anggaran


	100
	100
	100
	100
	100
	100


B. Strategi Dan Kebijakan Perangkat Daerah
Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan. 

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang tugas dan fungsi PD.
Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi  landasan  kritis dalam merancang  strategi.Secara konstruksi teroritis dilakukan dengan Metode SWOT (Strenght, Weakness, Oppotunities, and Threath ), dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi serta dengan mengindentifikasi kekuatan dan peluang sebagaimana tersebut dalam tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD maka dapat diambil strategi yang tepat untuklima tahun mendatang guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
Dari analisis tersebut diatas strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Bodeh adalah sebagai berikut :

1.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan capaian  kinerja pemerintah melalui peningkatan kapasitas aparatur
2.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur melalui peningkatan kapasits aparatur
3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SOP/SPP, Maklumat pelayanan secara konsisten dan menyeluruh
Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, maka kebijakan yang ditempuh Kecamatan Comal yaitu :

1. Penyusunan berbagai perencanaan dan laporan capaian kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraktan kepada desa dan masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan, optimalisasi, pengembangan dan penerapan SOP/SPP, maklumat pelayanan secara konsisten
Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan PD Kecamatan Comal dapat dilihat pada Tabel 4.3. dibawah ini :

Tabel 4.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	1.
	Meningkatkan tata kelola pemerintah kecamatan dengan baik
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
	Meningkatkan kualitas perencanaan danpelaporan capaian  kinerja pemerintah melalui peningkatan kapasitas aparatur
	Penyusunan berbagai perencanaan dan laporan capaian kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

	
	
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur melalui peningkatan kapasits aparatur
	Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraktan kepada desa dan masyarakat


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. 

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021,  maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah      ( RPJM ) Daerah Kabupaten Pemalang 2016-2021. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Warungpring dalam Renstra Tahun 2016-2021. telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif terlampir.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021 merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memilki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja SKPD Kecamatan Warungpring di masa-masa mendatang. 

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Rencana Strategis SKPD Kecamatan Warungpring memuat rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Warungpring dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana Strategi        ( Renstra ) Tahun 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Warungpring setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah  ( RKPD ) Kabupaten Pemalang. Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.
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